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ABSTRAK
Kedudukan hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditur separatis apabila debitur dinyatakan pailit berubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mendahulukan pembayaran upah buruh. Mahkamah Konstitusi memposisikan pembayaran upah buruh lebih utama, mengalahkan tagihan negara dan kreditur separatis. Permasalahan yang timbul disini, bagaimana apabila hasil lelang aset yang dimiliki oleh debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur. Perbankan sebagai kreditur separatis memiliki hak preferensi, namum berdasarkan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 ada hak-hak buruh dan hutang negara yang didahulukan pembayarannya. Hal ini akan menimbulkan  berbagai permasalahan bagi kreditur sebagai pemegang hak preferensi. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya suatu penelitian, karena betapa pentingnya masalah perlindungan hukum bagi semua kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaturan hak kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit ditentukan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, memberi kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atas utangnya. Adapun kedudukan bank sebagai pemegang hak tanggungan pasca putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, pembayarannya berada di bawah upah buruh, dan utang pajak. Upaya bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan dalam usaha pelunasan utang debitur pailit yaitu dengan parate eksekusi selama masa insolvensi berlangsung, sehingga ia dapat menggunakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
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ABSTRACT
If the debtor is declared bankrupt, the position of the right to execute is changed with the Constitutional Court Decision Number 67 / PUU-XI / 2013 which prioritizes the payment of labor wages. The Constitutional Court has positioned the payment of labor wages to take precedence, beating the state bills and separatist creditors. The problem that arises here, what if the results of the auction of assets owned by the debtor are not sufficient to pay off the debtor's debt. Banks as separatist creditors have preferential rights, however based on the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013, there are labor rights and state debt that are prioritized for payment. This will create various problems for creditors as holders of preference rights. Based on this, it is necessary to have a research, because of the importance of the issue of legal protection for all creditors. The method used in this research is a normative juridical approach, which is to test and review secondary data. The data analysis used is qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data, is analyzed without using statistical formulas. The results of the study show that, the regulation of the creditors' rights holders if the debtor is declared bankrupt is specified in Article 14 of Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land, authorizes creditors who hold collateral to execute collateral if the debtor is unable to perform the obligations that must be carried out on his debt. As for the position of the bank as the holder of mortgage rights after the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013, the payment is below the labor wage, and the tax debt. The bank's efforts as a creditor as a mortgage holder in the effort to pay off debts of bankrupt debtors are by executing parates during the insolvency period, so that they can exercise their rights as if there was no bankruptcy.
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